
PENDAHULUAN merupakan kendala yang cukup mem-

prihatinkan untuk diwujudkan. Tidak Penanganan kasus korupsi di 
mengherankan apabila Corruption KPK sejak tahun 2006, mengejutkan 
Perception Index Indonesia masih banyak orang, karena kasus tindak 
sangat rendah. Demikian pula Global pidana korupsi yang melibatkan pejabat 
Competitivness Index yang rendah, publik seperti suap, gratifikasi, dan 
karena apa yang dinamakan Ethics and penyalahgunaan kekuasaan mulai 
Corruption (public trust of politicians banyak terungkap.  Hal ini membuktikan 
and diversion of public funds, dan bahwa di era reformasi prinsip good 
favouritism in decision of government governence dengan pilar negara, swasta 
officials) sangat diperhitungkan.dan masyarakat  madani  masih  
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Abstrak

Korupsi di Indonesia saat ini mengindikadikan  sistemik, endemik, dan  dianggap  
mengancam terhadap kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintahan, 
sehingga upaya pemberantasannya telah dilakukan melalui cara-cara yang istimewa 
(extra-ordinary measures). Belum optimalnya perbaikan komponen legal substance dan 
legal structure mendorong Presiden untuk mengintervensi perbaikan legal culture 
terhadap aspek perilaku dan performen pejabat publik dalam bentuk Pakta integritas 
dengan digulirkannya Instruki Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Namun demikian kebijakan 
Presiden yang terkesan sporadis, dan tidak konsisten dalam penerapan dan penegakannya 
telah memperpanjang problem pemberantasan korupsi di Indonesia.   

Kata Kunci :

Abstract
Corruption in Indonesia is currently systemic, endemic, and considered 

threatening to public trust (public trust) on the performance of government, so that 
eradication efforts have been made ??through special ways (extra-ordinary measures.) 
Component repair is not optimum legal structure and legal substance to encourage the 
President to intervene in the improvement of legal culture and performen behavioral 
aspects of public officials in the form of integrity pact with Instruki No. 5 of 2004. The 
policies of President who impressed sporadic, and inconsistent in application and 
enforcement has extended the problem of combating corruption in Indonesia
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